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ABSTRAK 

Pengkajian ini bertujuan mengetahui : (1) faktor penyebab meningkatnya kasus perdagangan perempuan 
dan anak di Indonesia; (2) Peran Pemerintah dan LSM dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 
tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Cara mencapai tuj11an dilakukan studi dokunzentasi. 
Data sekunder yang diperoleh melal11i studi dokumentasi dikategorisasi, dianalisis, dan diinterpretasi 
secara deskriptif Hasil pe11elitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya kasus perdagangan 
perempuan dan anak yaitu: kemiskinan, pendidikan rendah, kmvin usia dini, ketidaktaata11 terhadap ajaran 
agama, dan sebagian besar orangtua terlibat dalam praktik perdagangan perempuan dan anak. Peran 
pemerintah dalam pencegalum dan penanggulangan perdagangan perempuan dan anak, baru terbatas pada 
tingkat sosialisasi dan penyusunan infrastniktur kelembagaan yang terkait dengan trafficking, namun 
beberapa LSM telah merespons persoalan trafficking dengan berbagai aksi, baik da/am bentuk penanganan 
kasus maupun pencegalzan terjadinya trafficking. Solusi yang diaj11kan dalam pengkajian ini, adalah 
pencegahan perdagangan perenzpuan dan anak melalui penzberdayaan sosial keluarga, dimana keluarga 
yang ketahanan sosialnya lemah ditingkatkan agar dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana 
mestinya. Upaya peningkatan peran dan fungsi keluarga, dilakukan dengan intervensi pekerjaan sosial. 
Pekerja sosial sebagai pelaku perubahan diharapkan dapat nzemperbaiki kondisi keluarga, nzenyangkut 
beberapa aspek, yaitu : (a) pelaksanaan peran sesuai dengan kedudukan; (b) pemenuhan kebutuhan dasar; 
(c) terjalinnya hub1mgan akrab antara keluarga dengan lingkzmgannya; dan (d) tenvujZLdnya keluarga 
yang harmonis. 

Kata kunci : Perdagangan Perempuan dan Anak, Altematif Pencegahannya. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagongan manusia (trafficking) sebagoi 
solah satu perlakuan terburuk dolom 
pelanggaran horkot don martobat monusio, 
bukan merupakan hol baru. Praktik jual beli 
monusia terutoma perempuan don onok sudah 
lama terjodi serta mengalami perubahan bentuk 
don polo penjaringon korban dari waktu ke 
waktu. Akhir-akhir ini, perdagangan manusio 
sungguh memprihotinkan, yaitu selain jumlah 
korban yang semakin besar, juga terbentuk 
joringan antar peloku (trafficker) yang cukup 
ropi, don modus operandinya semokin canggih. 

Suryodi Superman seloku Deputi 
Perlindungan Anak Kementerion Negara 
Pemberdayoan Perempuon, menyatokan 
bohwo secora empiris sebagian besar korbon 
perdogongan perempuan manusia adalah 
perempuon. Laki-laki yang menjadi korban 
poda umumnya adaloh rema ja laki - laki. 
Mereka dipekerjakan di jermal1 atau korban 
poedofilio2 

Dalam budaya masyarakat yang patriarki, 
mosih terdapot diskriminosi gender. Perempuan 
don anak perempuan seoloh hanya jadi 
pelengkap seksualitas don dianggap rendah. 
Budaya yang sudah mengakar Sejak dulu itu 
sulit sekali diubah. Kondisi ini diperparah oleh 

Jermal : Alat penangkap ikan berupa pagar dari pancang yang dipasang di tepi lout, diberi pintu 
seperti bubu don dibelakangnya dipasang jaring besar yang dapat diangkat-angkat 

Paedofilia : orang dewasa terutama laki-laki mempunyai selero seksual terhadap anak kecil 
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kemiskinon, pengongguron, kowin usia dini, 
serta budayo mosyorakot yang honyo mencori 
pekerjaan bukan menciptakan lapangon kerjo. 
Dalam kondisi terjepit secara ekonomi don 
sosiol itu mudah sekali diiming-iming don 
dibujuk oleh para calo . Mereka diianjikon 
bekerja di kota atau diluar negeri dengan janji 
upah yang tinggi. Namun sesungguhnya yang 
terjadi adalah penipuon (Kompas, 18-4-2008). 
Selonjutnyo Suryodi mengotokan boru-baru ini 
ado oknum guru yang menowori murid­
muridnyo untuk bekerjo don dijonjikon okan 
dibayar dengon dollar AS. Modus melolui 
Praktik Kerj o Lapangan (PKL) dijanjikan oknum 
guru SMKN jurusan nautika perikanan lout 
Sulawesi Selatan yang merekrut siswa dengan 
biaya Rp.S juta - Rp.6,5 juta untuk dipekerjokan 
di kopal neloyon, don ternyata mereka 
dipekerjakan di loin bidang yang dijon jikon 
(Kompas, 15-5-2008). 

Elizovelh Dunlap seloku manager Program 
Orgon isasi lnternasional untuk Migrasi (IOM) 
Indonesia, mengatakan korbon perdogangan 
manusia periode morel 2005 hingga Jonuari 
2008 mencopai 3.042 orang yang berasal dari 
b ebero po provinsi di Indonesia don 
dipekerjokon di beberopo negora, terutoma 
Malaysia (Kompas, 18-4-2008). Data tersebut 
odoloh fenomeno gunung es, don jumloh 
korban perdagongon monusia sesungguhnya 
tidak dike•ohui dengan posti. Hal itu di sebabkon 
koreno perdogongon manusio termasuk kasus 
knm!no, legal, tersembunyi, terorgonisasi 
dengon rap· sehinggo songat su/it mendapatkan 
data yang berior-benarvalid, uiar Deputi Bidang 
Perfindungan Anok Ke m enteria n Negara 
Pemberooyoori Perempuan, Surjodi Soeparman. 

Perhofio., pemerintoh untuk memberantas 
perdagar,gon rnonusia cukup besor, terbukti 
dengon d <e uorkannyo "Rencono Aksi osionol 
Penghopuson Perdogongon Perempuon don 
Anak· RAl -P3A me o"u, surot keputuson 
Presiden Reput>I. :.C lndones a omor 88 iohun 
2002. Kemud on oie-ap an Undong-Undong 
Republik 1ndo'1es a o'""or 23 tohun 2002 
tentong Perl•'ldu'lQOn Of)()<, yang ismyo ontoro 
lain menentukon lorangon rnemoerdogongkon, 
menjual, atau mencu ik onak untuk diri sendiri 
atau untuk dijuo '. Akhir-akhir ini telah disohkan 
Undong-Undong Republtk Indonesia omor 21 
tohun 2007 tentang pemberantoson tindak 
pidana perdagangon orang, sebogai 

Perdaga11ga11 Perempuan dan Anak (A bu Hawfah) 

perwujudan komitmen Indonesia u ntu k 
melaksanaka n protokol PBB tentang mencegah, 
memberantos don menghukum tindok pidono 
perdogongan orang, khususnya perempuan 
don anak (Protokol Pa lermo) yang telah 
ditandotongoni Pemerinta h Indonesia (lihot 
Nuh,2005; don penjelasan UU RI No.21 Tohun 
2007 tentang Pemberontosan Tindok Pido no 
Perdogangon Orang). 

Beberapa hasil penelition (lebih jelas lihot 
gambaran umum) menunjukkan bahwo sudoh 
ado kerjo soma ontoro pemerintoh doerah 
dengon beberapo lem bago swodoyo 
masyarakat (LSM) dalam upoyo pencegohan 
don penonggu longon korbon tindak pidono 
perdogongan perernpuon don onak, Nomun 
tompaknyo kerjo soma tersebut belum cukup 
efektif untuk mengurongi jumloh tra fficking. 
Foktor utoma terjodinyo perdagangan manusia, 
odaloh koreno kemiskinon, pendidikan rendah, 
kowin usio dini, don ketidok toaton terhadop 
ojaron agomo (Suryodi,Kompos 18-4-2008, 
lihot Firdous,004: 12). Dan faktor la in yang 
dipondong perlu diperhatikan odol oh 
keterliboton orangtua dolom kas us per­
dagongon perempuan don onok. 

Memperhatikon hasil-hasil penelitian 
menunjukkan odonyo kete rl iboton orongtuo 
dolam perdagongan perempuan don onok, 
don telah ditetapkannya U ndong-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 tohun 2007 
tentang Pemberantasa n Ti ndak Pidona 
Perdogangon orang, dimono dolam salah satu 
pasalnyo yoitu pasal 57 ayat ( l ) Pemerintoh, 
Pemerintoh Doerah, Masyarokat, don keluarga 
wa jib mencega h terjodinya tindak pidona 
perdogangan orang. Dengan demikion berarti 
orang tuo o tau kelu a rg o berkewaji ban 
mencegah te~odinyo perdagangan manusia. 

B . Ru m uson Masalah 

M encerrnoti uroion pada later belakang 
mosolah diotas, pokok permasa lahon dalom 
kajian ini, i alah :" Bago imana upaya 
pencega han t indak pidano perdogongan 
perempuon don anok"? Berpedoman poda 
pokok permasolohan tersebut di joborkan do lam 
bentuk beberapo pertanyaan sebagai berikut : 

l . Apo saja yang menjadi faktor penyebab 
teriodinyo tindak pidana perdagangan 
perempuan don anak di Indonesia? 
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2. Bogoimono peran pemerintoh don 
Lembogo Swodoyo Mosyorakot (LSM) 
dolom pencegohon don penonggu longon 
tindok pidono perdagongon perempuan 
don anak? 

C. Tujua n Pengkajian 

Pengkojian ini bertujuan: (1) diketahuinya 
fakto r penyebab mening katnyo kasus 
pe rdagongan perempuon don anok di 
Indonesia; don (2) diketohuinya peran 
pemerintoh don LSM do lam upaya pencegahan 
don penanggulangan tindo k pidana per­
dagangan perempuan don anak. 

Hasil pengka jian d ihorapkan dopat 
memberi masukan sebagai sumbang saran, 
terutama terhadop unit terkait di lingkungan 
Departemen Sosial moupun pihak-pihak lainnya 
yang mempunyai wewenang untuk mencegah 
don menanggulangi ti ndak pi dona per­
dagangan manusia terutama perempuan don 
anak. 

D. Metode Pengkajian 

Jenis kajian ini adalah deskriptif dengan 
pendekaton kualitotif. Pengumpulan bahan 
memanfaot kan data sekunder, yaitu : ( l) 
referensi yang berkaiton dengan kebijokan 
pemerintah dalam upayo pencegohon don 
penanggulangon t indak pidana perdagangon 
perempuan don anak; (2) o rtikel mengenoi 
ti ndak pidana perdagongan perempuan don 
anak yang dimuat di media massa, khususnya 
koran kom pos edi si tahun 2008; don (3) 
beberopo hosil penelitian yang berkaiton 
dengon mosalah trafficking yang di laksanakan 
oleh pusat studi kependudukan don kebijakon 
universitas Gajoh Mada Yogyakorta kerjasama 
dengan Ford Foundation periode tahun 2004-
2005. Sebaga i dasar pertimbongan digunakon 
bebero po arti kel don hasi l-hasil penelit ian 
tersebut, koreno dopot diperoleh informosi 
mengenoi foktor penyebob don sejouhmono 
upoya pemerintah don LSM untuk mencegoh 
tindok pidono perdagongon orong/ monusio. 
Doto don informasi yang teloh terkumpul, 
kemudia n d ikoteg o risasi , d ianal isi s don .. 
diinterpretosikan secoro deskriptif. 
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11 . TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perdagangan Orang/ 
Manusia 

Da lam Undang-Undang Republik lndo­
nes ia Nomor 21 t ah u n 2007 tenta ng 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagongan 
Orang, pada ketentuan umum disebut bahwa : 
Perdogongon orang ado/ah tindakon perekrufon, 
pengongkuton, penompungon, pengirimon, 
pemindohon otou penerimoon seseorong dengon 
oncomon kekerason, penggunoon kekeroson, 
penculikon, penyekopon, pemolsuon, penipuon, 
penyolohgunoon kekuosoon otou posisi renton, 
pen;eraton utong otou memberi boyoran otou 
monfoot, sehinggo memperoleh persetuiuon dori 
orang yang memegong kendoli otos orang loin 
tersebut, boik yang dilakukon do/om negora 
moupun ontor negora untuk tu;uan eksploitosi 
otou mengokibotkon orang tereksploitos i. 
Eksploitosi ado/oh tindakan dengon otou tonpo 
pe rsetu;uan korbon yang meliputi, tidok terbotos 
podo pelocuran, ker;o a tou peloyonon pokso, 
perbudokon otou proktik serupo perbudokan, 
penindoson, pemeroson pemonfoaton fisik, 
seksuo/, organ reproduksi otou secora melowon 
hukum memindohkon oto u mentronsplontosi 
organ don otou ;aringon tubuh otau me­
monfootkon tenogo otou kemompuon seseorong 
oleh pihok loin untuk mendopotkon keuntungon 
boik moteriil moupun immoteril. Sedongkon 
eksploitosi seksuo/ ado/oh bentuk pemonfooton 
organ tubuh seksuo/ otou organ tubuh loin dori 
korbon untuk m endopotkon keuntungon, 
termosuk tetopi tidok terbotas podo semuo 
kegioton pelocuran don pencobulon. 

Penjelason Undang-Undang Republik 
Indonesia N o mor 21 tohun 2007 tentong 
pemberantason tindok pidona perdogangan 
orang disebutkon bahwo perempuan don anok 
odalah kelompok yang paling banyok menjodi 
korban tindak pidano perdagongon orang, don 
hal itu telah meluas dalam bentuk ja ringan 
kejahatan baik secara tero rganisosi maupun 
tidak terorganisasi. Dengan penjelasan tersebut 
berarti perdagangan perempuan don onok 
termasuk dalam definisi perdogangon orang. 



Mencermati pengertian perdagangan or­
ang sebagaimana yang telah dipaporkan 
diatas, setidaknya harus mencakup 3 (tiga) unsur 
pokok seh ing ga suatu perbuata n dapat 
dikategorikan sebagai perdagangan manusia 
yoitu :proses, cara, don tujuon. Untuk lebih 
jelasnyo dapat disimak tabel dibawah ini : 

Pcrdaganga11 Perempuan dan Anak (11.bu Hanifah) 

Kelimo jenis perdagangan anok yang 
dikemukakan oleh lrwonto diotas, tidak termasuk 
kas us adopsi don konsums i pengidap 
paedofilia. Sedongkan kedua kasus tersebut 
termasuk jenis atau bentuk tindak pidana 
perdagangon orang di Indonesia yang perlu 
mendapat perhatian. Terlepas dari kedua hal 

Tobe! 1 

Altematif Proses, Cara don Tujuan Perdagangan Manusia 
-

Proses Cara Tujuan 
1. Perekrutan 1. Ancaman 1 . Prostitusi 
2. Pengiri man 2. Pemaksaan 2. Pornografi 
3. Pemindahan 3. Penculikan 3. Kekerasan/Eksploitasi 
4 . Penampungan 4. Penipuan 4. Kerja Paksa 
5. Penerimaon 5. Kecurongon 5. Perbudokon/Praktek Serupa 

6. Kebohongon 
7. Penyolahgunaan kekuasoan 

Ketiga unsur pokok tersebut di otas bersifat 
soling terkait, apabila salah satu faktor dari 
ketiga kategori tersebut terpenu hi, moka 
terjad iloh perdagangan manusia. Artinya, 
persetujuan dari korban tidak lagi relevan 
apabila salah satu cara yang tercanturn diatas 
digunakan. Untuk kasus perdagangan anak, 
tidak berlaku syarat persetujuon, sebab banyak 
kasus perdogangan yang menimpa anak 
masuk dolam kategori pemaksaan dengan 
tanpo persetujuon (lihat Nuhm 2005:26). 

lrwonto, dkk (dalam Sofian,dkk,2004: 12) 
mencotot sedikitnya terdapat limo jen is 
perdagangon onak yang dijumpai di Indone­
sia, yoitu: (l) perdagangon anak untuk tujuan 
pelacuron; (2) perdogangan anak untuk 
dijad ikon pembantu rumah tangga; (3) 
perdagangon anok untuk di jadikan pengemis; 
(4) perdongon anok untuk dipekerjakan pada 
tempat tempot berbahaya jermal ; don (5). 
Perdagangon onok untuk jadikan pengedar 
narkoba . selanjutnya Sofian mengotakan 
bahwa kantor Menteri negara Pemberdayaan 
perempuon, mengidentifikasikan sedikitnya 
sebelas bentuk perdagangan anak don 
perempuan, yaitu : (1) pekerja seksual komersial; 
(2) buruh migron; (3) buruh murah; (4) pekerja 
domestik (PRT); (5) Pengemis; (6) pengedar 
narkobo; (7) pekerjo di tempat hiburan; (8) 
konsumsi pengidop poedofi lio; (9) pengantin 
pesanan; (1 0) adopsi; don (11) pemindahon 
organ tubuh. 

tersebut, don sesuoi dengan judul dari tulisan 
ini" Perdagangan perempuan don Anak", 
maka bentuk perdagangon anak don 
perempuon mengacu pada hasil identifi kasi 
dari kantor Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan sebagai man a yang t e l ah 
dikemukakan di atas. 

Ketentuan meng enai larangan per­
dagangan orang/manusia pada dasarnya 
telah diotur dalam kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal 297. 
Posal 83 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak menentukan larangan memper­
dagangkan, menjual, atau menculik anak untuk 
diri sendiri atau untuk dijual. Na mun, ketentuan 
KUHP don Undang-Undang Perlindungan Anak 
tersebut tidak merumuskan pengertian 
perdagangan manusia yang tegas secaro 
hukum. Oleh )<arena itu, diperlukan undang­
unda ng khusus tentang tindak pidana 
perdagangan manusia yang mampu 
menyediakan landasan hukum material don 
formal. Den'gan dasar itu ditetapkan Undang­
undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 
2007 tentang pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang. lni merupakan wujud dari 
kepedulian/perhatian pemerintah Indonesia 
terhadap meningkatr,ya kasus perdagongon 
monusio, terutoma perempuan don onak. 
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Untuk mencegoh meningkotnyo tindak 
pidana perdogangon orang t idak hanya cukup 
dengan ditetapkannya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangon Orang, akan tetapi perlu diketahui 
faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan 
o rang tersebut. Beberapa hasil penelitian yang 
berkaitan dengan perdagangan orang yang 
dilaksanakan oleh Pusot Studi Kependudukan 
don Kebijakan Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta kerja soma dengon Ford Foundo­
t i o n pada tahun 2004 don 2005, dapat 
dikemukakon b ahwo faktor utamo yang 
memicu terjadinya tindak pidana perdagangan 
perempuan don anak adalah kemiskinan. 
Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat 
pendidikan keluarga, korena tidak mampu 
menyeko!ahkan anak-anak mereka ke jenjang 
pendidikan yang lebih t inggi. Di samping itu, 
sosial kontrol keluarga dalam arti pengawasan 
keluarga terhadop anak, juga menjodi rendah 
disebabkan kesibukannya orangtua mencari 
nafkah di luar rumah . Untuk keluar dori kondisi 
yang memprihatinkan ini tidak jarang orangtua 
tanpa sadar melakukan tindakan yang 
menyimpang dari nilai-nilai agama, seperti 
adanya keterlibatan orongtua dalam tindak 
pidana perdagangan perempuan don anak 
mereka sendiri. Berdasar pada kenyataan ini, 
maka solusi yang ditawarkan adalah 
"Pencegahan Perdagangan Perempuan don 
Anak Melalui Pemberdayaan Sosial Keluarga". 

B. Peng ertian Pemberdayaan 
Keluarga 

Goode (2007:90) menyebutkan keluorgo 
inti terdiri dori suomi, istri don anak-anak 
mereka. lstilah keluarga int i da lam ilmu 
Antropologi biasa disebut dengan keluarga 
batih, Somah, umpi don sebagainya. Keluarga 
batih atau keluarga inti ini di negara-negara 
barat disebut dengan istilah nuclear fami ly. 
Beberapa keluarga batih, biasanya terdiri dari 
tiga otau empat kelompok hidup bersama don 
terikat dalam keluarga besar disebut dengan 
istilah extended family. 

Dalam makalah yang berjudul "Kebijakan 
don Strategi Pemberdayaan Peron Keluarga" 
yang disampaikan oleh Ors. Hadi Carito selaku 
Direktur Pemberdayaan Peron Keluarga Dalam 
Ra pat koordinasi pada tanggal 10 Juni 2004 
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di Cawang Jakarta, terdapat beberapa pointer 
mengenai pengertian yang berkaitan dengan 
pemberdayaon keluarga. Pada pointer (3) 
disebutkan pengertian pemberdayaon adalah 
proses penguatan kemampuan (fisik, mental, 
sos ial, don ekonomi) yang ado pada per­
seo ra nga n, keluarga, kelompok, atau 
komunitas yang tujuannya adalah mewujudkan 
kemandirian. Kemandiri an ini dikembangkan 
melalui penyadaran, pemampuan, pelibatan 
(partisipasi) pendampingan, pemihakan, 
pembelaan don pembentukan jaringan kerja. 
Pada Pointer (4) peran dapat diartikan sebagai 
polo sikap don perilaku yang harus ditampilkan 
sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya 
pad a pointer (5) pem berdayaan ke luarga 
ada lah upaya meningkatkan pemahaman 
kesadaran don kemampuan keluarga dalam 
mendayagunakan potensi fisik, mental, sosial 
don ekonomi yang dimiliki,sehingga mampu 
mandiri dalam melaksanakan fu ngsi don peran 
ke lua rg a secara optimal, serta menjalin 
hubungan yang harmonis antar sesama 
anggota keluarga don dengan lingkungonnya. 
Kemud ian pada pointer (6) pemberdayaan 
peran keluarga ada lah sebagai upaya 
meningkatkan kemampua n don motivosi 
keluarga dalam mendayagunakon potensi fisik, 
mental, sosial, don ekonomi yang dimiliki 
keluarga, sehingga diharapkan keluarga dapat 
melaksanakan fungsi don peran keluarga 
secara optimal serta menjalin hubungan yang 
harmonis antara keluarga don lingkungannya. 
Pada pointer (7) fungsi -fungsi kelua rga 
adalah antara lain: reproduksi; keagamaan; 
pendidikan; sosial; budaya; kasih sayang; 
reaktif; perlindungan; ekonomi; sosialisasi; 
pembinaan lingkungon; kontrol sos ial; 
tanggungjawab sosial do lam turut menata don 
memelihara lingkungon kehidupan yang 
kondusif. 

Pemberdayaan sosia l keluarga, yaitu 
kegiatan yang diarahkan untuk mendaya­
gunakan potensi keluarga don lingkungannya 
guna meningkatkan keberfun gsian keluarga 
serta tanggungjawab sosial keluarga, sehingga 
terjalin interaksi sosial soling menguntungkan 
antara keluarga don komunitas lingkungannya 
untuk memperkuat ketahanan sosial keluarga 
(lihat kebijakan don strategi pemberdayaan 
peran keluarga 2004: 13). Dalam polo 
pemberdayaan kesejahteroan sosial (2003:22) 



pemberdayoon sosiol peran keluorgo bertujuon 
untu k meni ngkotkan kesejahteraan don 
ketahonon sosial keluarga sebagoi unit sosiol 
terkecil dolom tatonan kehidupon masyarakat. 

Don beberopo pengertion yang berkaiton 
dengan pemberdayaan sosial keluarga di atas, 
dapat dikemuka kan bohwa tuj uan pem­
berdoyoan sos io l keluarga odolah untuk 
meningkatkan kesejohteraan don ketahanan 
sosiol keluarga sebagoi unit terkeci l dolam 
kehidupon mosyorakat. 

Ill. GAMBARAN UMUM 
Pada latar belakan g mosa lah tel ah 

disinggung mengenai jumlah korban per­
dagangan monusia di Indonesia periode Moret 
2005 hingga Jonuori 2008 mencapai 3.042 
o rang. Dori jum loh tersebut dapot dirinci 
menurut jenis korban, daerah asal,don doerah 
tujuan mereko d ikirim otou dipekerjokon. Hal 
itu dopat kita simak melalui beberapa tabel 
berikut: 

Tabel 2 
Jumlah Korban Perdagangan Manusia dirinci 

Menurut Jenisnya 

Periode Maret 2005 - Januari 2008 

No Jenis Korban Jumlah 
F % 

l Boy1 Perempuon 5 0,16 
2 Anok Perempuon 651 21,40 
3 Anok Loki-laki 134 4,41 
.! Perempuon 2 .048 67,33 

I 
5 Oe,.·,-oso 204 6,71 

Pno Dewasa 
r Jumloh 3.042 100.00 ' 

Sebog Ol"l oesor korban tindak pidana 
perdogo,,gon ,..,..oriusio odaloh perempuan 
dewoso sebon.a 67,33 persen don anak 
peremp1.,or, 2 · ,40 persen. Sedongkan laki -laki 
dewaso don one< o< - a honya 6,70 persen 
don 4,4 1 persen '.'er"E:,m berasol dori beberopo 
provinsi d moones ·o. Ho ,.,, doper. dilihot poda 
tobel ber 1./ 
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Tobe! 3 

Jumlah Korban Perdagangon Monusio Menurut 
Daerah osal 

Periode Maret 2005- Januari 2008 
No Provinsi Jumlah 

t-
F % 

l Kalimanlan Baral 707 23,24 
2 Jawa Baral 629 20,68 
3 Jawa Timur 370 12,16 
4 Jawa Tengah 319 10,49 
5 Nusa Tenggara Baral 212 6,97 
6 Surnalera Ulara 207 6,81 
7 Lampung 150 4,93 
8 Nusa Tenggara Tim ur 118 3,88 
9 Sumalera Selalan 65 2, 14 
10 Bonlen 64 2,10 
11 Su lawesi Selolan 46 1,51 

1 12 DKI Jakarta 42 1,38 
13 Loin-loin 113 3,71 

Jumlah 3.042 100.00 
Sumber : Kornpos 18 April 2008 

Karban tindak Pidana perdogangon 
manusia, terutama perempuan don anak 
berasal dari 12 provinsi. Jumlah korban yang 
terbonyok berasal dari Provinsi Kalimantan 
Barat don Jawa Barat, masing-masing sebesar 
23,24 persen.dan 20,68 persen. Kemudian 
disusul oleh Provinsi Jawa Timur don Jawa 
Tengah, masing-masing 12, 16 persen don 
l 0,49 persen. Sedangkan provinsi lainnya 
masing-masing dibawah 7 persen, don Provinsi 
DKI Jakarta hanyo 1,38 persen. Pora Karban 
dikirim ke berbagai negara, don untuk 
mengetahuinya secara jelas dopat disimak tabel 
beri kut: 

Tabel 4 
Jumlah Korbon Perdagangan Manusia dikirim 

ke beberapa negaro 
Periode Maret 2005 Jonuari 2008 

No Provinsi Ju m la h 
F % 

1 Malaysia 2 .3 05 78,77 
2 Indon esia 587 19,30 
3 Arab Sau di 49 1 ,61 
4 Singopura 28 0,92 
5 Jepang 27 0,89 
6 Su rio h l 1 0,36 
7 Kuwait 10 0,33 
8 Ta iw an 6 0,20 
9 lra k 4 0, l 3 

1 0 Loin-Lain 10 0,49 

Jumloh 3.042 100.00 
Sumber: Kompos 18 Apnl 2008 
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Sebagian besar atau 75,77 persen korban 
ti ndak pidana perdagangan perempuan don 
anak dikirim ke Malaysia. Sebanyak 19,30 
persen dikirim ke berbagai provinsi ~i lnd~ne­
sia. Sedangkan ke negaro-negara _lain, ya1tu. : 
Arab Saudi; Singapura; Jepang; Sunah; Kuwait; 
Taiwan don lrak persentasenya relatif kecil rota­
rota dibawah satu persen. 

Menyimak kasus-kasus tindak pidana 
p erdaga ngan man usia peri ode tahun 
2004-2008 (Kompas, 18/ 4/2008) dapat 
dikemukakan sebagai beri kut : Pada tanggal 
11 Juni tahun 2004, terungkap kasus penjualan 
bayi-bayi dari Indonesia ke Singapur_a . Untuk 
mendapat bayi-bayi dari Indonesia, para 
peminat harus membayar 30-35_ juta rupiah: 
Pembayaran dilakukan setelah terb1t surat adopsr 
yang sah. Pada tanggal 26 Des~mber ~ahu~ 
2005 , M aj elis Hakim Pengadrlan Trnggr 
Tangerang menghukum pelaku perdagangan 
anak berkedok adopsi. Dan Pada tanggal 27 
Juni 2007, Kepolisian Kota Surabaya meringkus 
otak komplotan perdagangan bayi. 

Beberapa kasus t indak p idana per­
dagangan perempuan ka rena tertipu do~ 
akhirnya dijerumuskan ke dunia pelacuran di 
Malaysia, anta ra lain: pada tanggal 25 Juni 
tahun 2004, duo dari tiga perempuan yang 
berasa l dari Ka limantan Barat d i Pulangkan 
da ri Malaysia, mengaku menjadi korban 
perdagangan manusia. Mereka dij?nii~an akan 
dipekerjakan sebagai buruh ~ab:,k d, ~alay­
sia, ternyata di jerumuskan men1adr pekeria seks 
komersial di Kuala Lumpur. Pada tanggal 7 
November 2005, pihak Polda M etro Joya 
berhasil menangkap oknum perda gangan 
wanita untuk menjadi pekerja seks komers;al di 
Serawak. Pada bulan Mei don Agustus tahun 
2007, Polri ungkap sind ikat perdaga~gan 
perempuan untuk menjadi PSK di Malaysra . 

Kasus-kasus perdagongan perempuan 
yang berasal dari beberapa provinsi don 
dikirim ke provinsi lain da lam wilayah Indone­
sia, yaitu pada bu Ian September don Desember 
2006, terbongkar perdagangan perempu~n 
berkedok tenaga kerja dari Jawa Ba rat ke dunra 
prostitusi di lokasi Sam bung Giri di Bangka. Pada 
tanggal 23 Januari 2007, sebanyok 32! TKW 
berusia di bawah 18 tahun berasal darr Nusa 
Tenggarc Timar dijadikan PSK di Papua . 
Kemudian pada tangga l 15 Januari 2008, 
terungkap sebanyak 16 perempuan menjod i 
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pemijat don pekerja seks di Ponti Pi jot di Kela pa 
Goding Jakarta Utara. 

Sementara itu dari Kalimantan Barot 
seringkali bermigrasi ke Ta iwan don Hongkong 
dalam bentuk kawin kontrak. Tak jarang mereka 
dijerumuskan ke lembah prostitusi dan kerja ijon 
(Kompas, 18/ 4/ 2008). 

Di kalangan akademisi telah menunjukkan 
perhatiannya terhadap kasus perdag_a_ngan 
manusia dengan cara melakukan penel1t1an d1 
beberapa provinsi. Pusot Studi Kependudukon 
don Kebijakan Universitos Gadjah Mada 
Yogyakarta bekerja soma dengon Ford F~~n­
dation telah melakukon beberapa penelrtron 
yang berkoitan dengan pedagang_on. monusio 
antoro lain: Jeja ring Anti Traffrcking o leh 
Mohamad Nuh; Utang Selil it Pinggong (sistem 
ijon dalam perdagongan anak perempuan) 
yang d ila ksanakan o leh Johanna Debora 
Imelda, dkk; Respons LSM terhadap 
Perdogangan Anak Perempuan oleh Firdous; 
menggagos Model Penanganan Per~~ga~ga~ 
Anak oleh Ahmad Sofion, dkk; Paedofrl10 dr Bai r 
dilokukan oleh Rohman dkk.) 

Penelitian tentang '~ejaring Anti Trafficking" 
yang dilaksanakon o leh Mohamad ~ uh pada 
tahun 2005 di Kota Bandung - Prov1ns1 Jawa 
Barat, menunjukkan adanya kerjosama antara 
Pemerintoh Kota Bandung dengan beberapa 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam 
upoya pencegahan don peno ngg ulangan 
kasus tindok pidana perdagangan perempuan 
don anak, Nam un kerjasama tersebut 
tompa knya belum cu ku p efe ktif untu k 
mengu ra ngi ju m lah korban ,:roffickin~_. 
Kemudion penelition yang bequdul Utang sel rl ,t 
pinggong" da lam kaitannya dengan sistem ijon 
dolam perdagangan p ere mpuan yang 
dilakukan oleh Johanna Debora Imelda pada 
tahun 2004 di Jakarta Utaro, menunjukkan 
bahwa terdapat tiga aktor utama yang berperan 
mengembangkan don mempertahankan sistem 
ijon dalam perdagangan anak pere~puan, 
yaitu orangtua don kerabat para gadrs, para 
bos di Jakarta don para calo di kampung serta 
pejabat lokal (kampung) . 

Penelitian yang dilakukan oleh Firdous 
pada tahun 2004 di Surabaya, dengan judul 
"Respons LSM terhadap perdagangan anak 
perempuan", menunjukkan bahwa penanganan 
tindak pidana perdagan~an anak perempu~r 
di Surabaya belum beqa lan seca ra efekt, . 



Modus operandi perdagangan anak 
perempuan dilakukan dengan cara penipuan 
bermoti f mencari pekerjaan yang akhirnya 
menjerumuskan mereka ke lokasi pelacuran. 
Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh 
Ahmad Sofian di Provinsi Sumatera Utara pada 
tahun 2004 yang berjudul : "Menggagas 
Model Penanganan Perd aga ngan An ak", 
menunjukkan bahwa fenomena perdagangan 
anak untuk pelacuran masih dianggap sebagai 
hal baru, don kebi jakan-kebijakan yang diombil 
pemerintah masih bersifot umum, yaitu dikaitkan 
dengon kebijakan tentang pelocuron atau pro­
gram untuk wanita tuna susila. lnstitusi yang 
sudah mengambil tindakan konkret pada 
mosoloh perdagangan anak te rbotas di 
kalangan LSM don Kepolisian Sumatera Utara. 
Selanjutnyo penelitian tentang "Poedofilio di 
Bali" yang dilaksanokan oleh Rohman don 
Andrea Rosy Starinne podo tohun 2005 di Bali , 
menyatokon bahwa selama kurun waktu 1996-
2004 terdapot paedo fil yang berasal dari 
Amerika, Australia, lnggris, Jerman, Perancis don 
Belando yang beroperasi di Bal i . Dalam 
menjalankan o perasi mereka, anak yang 
diperdagangkan b iasanya d itujukan untuk 
konsumsi sesama paedofil atau untuk 
dipekerjokan di pelacuran, bar don restoran. 
Untuk merekrut ko rban, paedofil menggunakan 
sejumlah motif ontaro lain berperon sebagai 
Bopak Angkot, berpacaron, perkawinan don 
bantuon ekonomi . 

Anolisis dolom pengkajian ini difokuskan 
pado (l) faktor penyebab terjadinya ti ndak 
pidana perdagangon perempuan don anak; 
don (2) pencegohon don penanggulangon 
tindak pidono perdogangan perempuan don 
anak oleh Pemerintoh don Lembaga Swadoyo 
Mosyorakot (LSM). Kemudian diojukan suatu 
so lusi pencegohan perdagangan perempuon 
don anok melolu i pemberdayaan sosia l 
keluorgo . 

IV. FAKTOR PENYEBAB 

Sebagoimona yang telah dikemukakan 
poda pendohuluon bahwo fa kto r utamo yang 
menyebo bkon ter jadinya p erdagangon 
perempuon d o n anak, odalah ka reno: 
kemiskinan, pendidikon rendah, kawin usia dini; 
don ketidoktaaton terhadap ojoran ogoma. 
Fakto r-fokto r penyebob tersebut merupakan 
okar permasolohan terjadinya kasus tindak 
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pidana perdagangan perempuan don anak. 
Untuk mencegah meluos don meningkotnya 
kas us perdagangan perempuan don anak, 
mako akar permasalahannya perlu dihilangkan 
don alternatif untuk menghilangkannyo mela lui 
pemberdayoan sosial keluorga. Keempat faktor 
penyebab tersebut okan diuraikan satu persotu 
sebagoi berikut: 

A. Kemiskinan 

Tingkat ekonomi yang rendah seringkoli 
menjodi sumber munculnyo sejumlah mosolah 
sosial , ontoro lain semakin banyak jumlah 
pengemis don anak-anak terlontar. Tidak ja rang 
kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya 
dishormoni keluarga, termosuk di da lamnya 
muncul praktik perdagongan anak perempuan 
untuk tujuan pelacuran (Firdous, 2004 : 12). 
Kem iskinan dianggop sebagai faktor penting 
yang menjadi penyebab terjadi nya per­
dagangan perempuan don anak. Penduduk 
miskin tidak hanya memiliki keterbatasan 
pilihan-pilihan untuk mencar i sumbe r 
penghidupa n, tetapi mereka jug a hanya 
memiliki sebagian kekuasaan sosial untu k 
mengontrol kondisi lingkungan yang menekan 
dirinya. Keinginan untuk memperbaiki kondisi 
yang demikian seringkal i membuat banyak 
perempuan memilih untuk melokukan migrosi. 
Karena ketidaktahuan informasi tentang daerah 
tujuan don keinginan untuk memperbaiki nasib, 
mereka justru menghadapi r isiko untuk 
diperdagangkan. 

Penelitian yang berju dul " utang selili t 
pinggang-Sistem ijon dalam pedagangan anak 
perempuan" yang dilakukan o leh Johanna 
Debora Imelda dkk pada tahun 2004 di Jakarta 
Utara, dapat dikemukakan bahwa responden 
sebanyak 50 orang anak perempuan yang 
berumur 13 s.d. 18 tahun sebag ian besar atau 
7 6 persen berasal dari lndramayu. Pekerjaan 
orangtua mereka sebagian besar adoloh buruh 
tani (53,7%) dengan jumloh tonggungan rata­
rata 4-6 orang . Dengan demikian do pat 
disimpulkan bohwa mereka berosal dori 
keluarga miskin. 

Untuk menghilangkan fo ktor penyebab 
sebaga i okar permasalahan yang memicu 
te rjadinya tindak pidana perdaga ngan 
perempuan don anok, maka terhodop keluarga 
ya ng demikian perlu diti ngkatkan kondisi 
ekonomi mereka dengan memberi bantuon 
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serta bimbingan peningkatan usaha ekonomi 
produktif. 

B. Pendidikon rendoh 

Tingkat pendidikan yang rendah, juga 
menjadi salah satu faktor yang dapot 
menjerumuskon anak perempuan ke dalom 
praktik perdagongan manusio . ln i dapat 
dipahami mengingat dalam komunitas yang 
mengedepankan ni lai -ni loi patriarki, anak 
perempuan ditempatkan sebagai warga kelas 
duo, don anak laki-laki yang diutamakan untuk 
mendapat pendidikan yang lebih ti nggi {lihat 
Firdous, 2004: 13). Dengan pendidikan yang 
rendah mudah sekali ditipu oleh para calo yang 
menjanjikan pekerjaan yang "baik" dengan gaji 
yang besar, namun sesungguhnya suatu trik 
t ipuan untuk dipekerjakan di tern pat atau lokasi 
pelacuran. Conte h kasus ti ndak pi dana 
perdagangan perempuan karena terti pu, don 
akhirnya di jerumuskan ke dunia pelacuran di 
Malaysia antara lain : pada tanggal 25 Juni 
tahun 2004, duo dari tiga perempuan yang 
berasa l dari Kalimantan barat di pulangkan 
dari Malaysia, mengaku men jadi ko rb an 
perdagangan manusia. Mereka menjanjikan 
akan dipekerjakan sebagai buruh pabrik di 
Malaysia, ternyata dijerumuskan men jadi 
pekerja seks komersial di Kuala Lumpur. 

Untuk mengatasi hal tersebut, melalui 
pemberdayaan sosial keluarga perlu d iberi 
wewenang terhadap keluarga yang menjadi 
sasaran pemberdayoan mengenai hak don 
kewa ji ban anggota keluarga don tidak 
membedakan jenis kelamin dalam mengikuti 
pendidikan. Disamping itu, perlu juga diberi 
berbagai wawasan mengenai trik-trik penipuan 
yang sering digunakan oleh para colon tenaga 
kerja di dunia pelacuran. 

C. Kawin Usia Dini 

Batas minimal usia nikah dalam Undang­
Undang Perkawinan sebaga imana dinyatakon 
dalam pasal 7 ayat (1) adalah 19 tahun bagi 
laki-laki don 16 tahun bagi perempuan (Mulia, 
2007 : 140). Selanjutnya Mulia mengutip hasil 
penelitian yang dilaksanakan oleh UIN Jakarta 
(2000) mengungkapkan temuan rota-rota usia 
ideal perempuan untuk menikah berkisar 19,9 
tahun don laki-laki 23,4 tahun. Kematangan 
usia tersebut idealnya berup a a ku mulasi 
kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental don 
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kejiwaan agoma don budaya. Perkawinan 
pada usia dini bagi perempuan menimbulkan 
berbagai resiko,baik bersi fat biologis seperti 
kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, 
don resiko psikologis berupa ketidakmampuan 
mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan 
baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya 
peran don tanggungjawab yang besar bagi 
laki-laki don perempuan. 

Hasil penelitian yang di la kukan oleh 
Johanna Debora Imelda dkk di Jakarta 
Utara,menunjukkan bahwa responden 
sebanyak 50 orang yang berusia 13 s.d . 18 
tahun ternyata 12 persen berstatus kawin, 
sebesa r 22 persen berstatus janda don 
sebanyak 66 persen belum menikah. lni berarti 
sebanyak 34 persen sistem ijon dalam 
perdagangan ana k perempuan telah 
melakukan kawin usio dini. 

Untuk mengatasi hal tersebut, melalui 
pemberdayaan sosial keluo rga p erl u 
disosialisosikan Undang-Undang Perkawinan 
agar mereka mengetahui resiko yang akan 
dihadapi apabila mereka melaksanakan 
pernikahan usia dini. 

D . Ketidaktaatan Menurut Ajoran 
Ago ma 

Fa ktor yang juga penting untuk 
menjelaskan persoalan trafficking secaro um um 
adalah adanya keterlibatan orangtua sebagai 
salah satu unsur pelaku trafficking tersebut. 
Beberapa studi tentang perdagangan anak 
rn elaporkan ba hwa cukup banyak kasus 
perdagangan anak melibatkan orangtua. Hasil 
studi Firdous tentang "Respons LSM terhadap 
Perdagangan Anak di Surabaya", menegaskan 
bahwa fenomena kasus duo orangtua menjadi 
gerrno bag i anaknyo sendiri (lihat Firdous, 
2004: 18-19). Kasus trafficking di kota Bandung 
don Jawa Barat secara um um yang melibatkan 
o rangtua sebagai pelaku lebih banyak 
disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang 
kurang mampu (lrwanto,kk,2001 dalam Nuh, 
2005:83). Kemudian penelitian yang dilakukan 
!LO di Jakarta don Jawa Timur tentang 
perdagangan anak untuk eksploitasi seksual 
menunjukkan jaringan perdagangan tersebut 
melibatkan berbagai pihak (lihat Imelda, 
2004:26). Pertama, dari orang-orang terdekat 
korban,seperti orangtua yang mempersiapkan 
anak-anaknya, ba ik secara sosial, psikologis, 



maupun spiritual, saudara atau tetangga yang 
biasanya berperan sebagai mata-mata untuk 
menyeleksi anak-anak yang depot direkrut. 
Kedua, cola yang berperon sebagai mediator 
dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal 
maupun informal yang memperlancor sistem 
kerja bisnis seksual tersebut. Keempat, adalah 
mucikari yang bertanggungjawab terhadap 
fasilitas yang mem ungkinkan terjadinya 
tranksaksi seksual antara korban don pemakai. 

V. PENCEGAHAN PERDAGANGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK 

A . Peron Pemerintah 

Hasil penelitian Mohamad Nuh (2005:86-
87) di Kota Bandung, mengungkapkan bahwa 
respons Pemerintah Kata Bandung terhadap 
penanganan atau aksi penghapusan per­
dagangan perempuan don anak, baru pada 
tingkat sosialisasi pembentukan infrastruktur 
kelembagaan yang terkait dengan penanganan 
trafficking . Pemerintah kota Bandung telah 
menerbitkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan 
Anak. Dari beberapa kegiaton yang telah 
dilaksanakan oleh Pemerintah kota Bandung 
bekeriasamo d engan beberopa LSM, 
tompoknyo belum cukup efektif untuk 
mengurangi jumlah korbon trafficking. 

lntisari hosil penel ition dengon judul 
"Menggagos Model Penanganan Per­
dogongon Anak" yang dilakukon oleh Ahmad 
S0f1on, dkk (2004) di Provinsi Sumotera 
Urara,r,-,enunjukkon bohwo fenomena per­
dagongan anak untuk pelacura n masih 
dionggop sebogoi ho l boru , moka kebijakan­
kebi1akan yang diombi l pemerintah daerah 
Sumatera Utara mosih bersifat umum, yaitu 
d1kaitkan dengan kebijokan tentang pelocuran 
atau program untuk wanito tunasusilo. lnstitusi 
yang sudoh mengombil tindakan konkret poda 
mosalah perdaga ngan anak terbatos di 
ka langan LSM d on Kepolis ian Daerah 
Sumatera Utara. Di tingkat DPRD, penanganan 
dilakukon sebotos pemetaan terhodap besar 
masalah. 

lntisari hosil penel it ion yang berjudul 
" Paedofilia di Bali" yang di laksanakan oleh 
Rohman don Andria Rosy Starinne pada tahun 
2005, menunjukkan bahwa pemerintah daeroh 
Bali berikut aparat birokrosi dari tingkat provinsi 
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hingga desa cenderung mengambil sikap diam 
don sekedar memantau perkembangan kas us. 
Sedongkan hasil peneli ti an yang berjudul 
"Utang Selilit Pinggang" yang dilaksanakan 
oleh Johanna Debora Imelda pada tohun 2004 
di Jakarta Utaro tidak mengungkapkan peran 
pemerintah dolam penanganan perdagangan 
anak perempuan melalui sistem ijon di Jakarta 
Utara. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian 
yang berkaitan dengan perdagongan 
perempuan don anak sebagaimana yang tel ah 
dikemukakan diatas, dapat disimpulkan 
bahwa peran pemerintah da lam upaya 
pemberantasan tindak pidana perdagangan 
perempuan don anok dipandang masih relatif 
kecil. Hal itu dapat dimaklumi mengingat acuan 
yang digunakan selama ini adalah KUHP don 
Undong-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut 
tidak merumuskan pengertian perdagangan 
manusia yang tegas secara hukum. Diharapkan 
dengan ditetapkannya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 
tentang pemberantasa n tin dak p idana 
perdagangan orang, depot di jodikon ocuon 
untuk meningkatkon peron pemerintoh do lam 
upoyo pemberantason t indak pidono 
perdagongo n monusia, khususnya perempuan 
don anak. 

B. Peron Lembaga Swadaya 
Masyarakat 

Lemboga Swodaya Masyorokot (LSM) 
Bina Sejahtero Indonesia (Bahtero) sejak lama 
memberi bantuan pendampingan bagi korban 
dalam bentuk dampingon sosial, medis don 
psikologis. Disamping itu Bahtera jugo telah 
melakukan kamponye melawan ti nda kan 
perdogangan onak melalui poster maupun 
media loinnyo. LSM lain, misol nya lembaga 
Advokosi Hok Anak (LAHA) don inst it ut 
perempuan (IP), di kota Bandung melaksanakan 
diskusi publik tentang pentingnya perlindungan 
hukum bagi perempua n don anak ko rban 
trafficking secora bersamo-sama. Diskusi publik 
yang diloksonokon bertujuon untuk memberikon 
ruang bogi pembohoson mengenoi pentingnya 
perlindungan bagi perempuon don anok 
korban trafficking dari berbogoi perspektif don 
upaya membongun kesoda ran mengena i 
persoalan trafficking sebagai persoolan yang 
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sangat mendesak untuk segera ditangani. 

Sofian dkk (2004: 16) menyatakan untuk 
mengetohui bentuk atau model kebijakan 
penangonan masaloh perdagangan anak di 
Provinsi Sumatera utora, menarik untuk melihat 
pengaloman LSM Cambodia Women's crisis 
center (CWCC) mengambil empat langkah 
kebi jo kan untuk menangani perdogangan 
anak, yaitu preventif, proteksi, rehobilitotif don 
rei nteg rat if. 

1 . Longkoh Preventif (Pencegahan) 

Langkoh pencegahan ini merupakon 
suatu upaya untuk mencegah agar anak 
tidak diperdagangkon atou jatuh ke dunia 
pelacuran melolui peningkotan tingkat 
kesadaran tentang hak-hak anak, bahayo 
eksploitasi seksual atoupun trik yang 
dipergunakan oleh pelaku perdagangan 
onak. Kegioton ini diberikan kepada 
semuo elemen masyorakat dengan cara 
memperkuat don memobilisasi komunitas 
lokal untuk memonitor maupun melindungi 
anak-anak mereka atau dengan cara 
merangsang inisiatif berbasis komunitos 
lokal tentang perlindungan. 

2. Langkoh Proteksi (Perlindungan) 

Cara yang digunakan odalah 
melalui peningkaton jaringan hukum atau 
penguatan implementasi hukum tersebut. 
Langkah perlindungan dapot efektif 
apabila terdopat bentuk jaminon don 
mekonisme hukum yang berloku untuk 
perlindungon onok depot terdesiminosi 
seco ro utu h. 

3. Langkah Rehabililitotif (Pemulihan) 

Strotegi yang dipilih untuk mengotosi 
dampok yang lebih buruk yang diderita 
oleh si anok sebagoi korbon adaloh 
pembentukon crisis center, layonon 
dukungan bagi korban/anak yang 
diselomatkan, pemonitoran don peren­
conoan loyanan, serta pendidikon non 
formal don pelotihan keohlian. 

4. Longkah Reintegratif (Pengembolion) 
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Hal yang horus diperhotikan dalom 
proses reintegrosi adaloh penerimoon 
onak dolam keluorga, mosyarakot don 
lingkungan sekoloh. 

C. Peron Masyarakat 

Di samping respons pemerintah don LSM, 
terdopat pula respons dari masyarokat untuk 
mencegah semakin meningkotnyo per­
dagongan manusia di lndramayu, terutama di 
kecamotan Bongos. Rota-rota warga Bongos 
tergolong miskin don berpendidikan rendoh. 
Animo warga Bongos untuk mengirim anak 
perempuan ke luar negeri sangot tinggi begitu 
melihat anak tetangga berhasi l "menyulap" 
rumah orangtuonya menjadi rumoh megoh don 
mewah, sepulang dari luor negeri. Kondisi 
membuat sebogian orangtua tidak menghorgai 
pendidikon tinggi, kedudukon otou pongkat. 
Upaya untuk mengatosi hal itu, pada tahun 
2004 Nono don Syarif membuka SLTP gratis, 
bekerjasama dengan organisasi internasionol 
untuk migrosi (IOM) don Yoyoson Kusuma Buono 
di Jakarta. Upoyo itu diperkuat dengon 
penyuluhon terus menerus don bekerjosomo 
dengan comet setempat, opabilo tidok biso 
mencegoh keinginan orangtuo dori onok-anok 
yang sedong mencori kerjo, mereko berusaho 
mencari pekerjoan dengon prosedur yang 
sesuai dengan identitos osli. Dengan cora itu 
ongko perdogongon onokpun turun dari 1 7 
orang podo tohun 2005 menjodi 8 orang podo 
tohun 2007 (Kompas 18/ 4/2008). 

D. Pemberdayaan Sosial Keluarga 

Pemberdayoon sosial keluarga merupokan 
suatu towaron sebagai solusi pencegahan 
perdogongon perempuan don onak. Tujuon 
pemberdoyoon sosiol keluarga odolah untuk 
mewujudkon kesejohteraan don ketohanon 
sosial keluargo sebagoi unit terkecil da lom 
kehidupon mosyorakat. 

Ketohonon sosial keluarga merupakon 
unsur penting dalom pencegahon don 
penangonan berbogai permosalahan sosiol. 
Posisi strotegis ini hanya akan dapat diwujudkan 
apobila keluargo mampu melaksanakan fungsi 
don perannyo secoro serasi dalam kehidupon 
keluorgo don sebogai unsur aktif portisipotif 
dolom upoyo pembinaan lingkungon sosia l 
yang tentram don sejahtera (Polo Operosionol 
Pemberdayoan Sosial Peron Ke luorgo, 
2003:21). 

Poda kenyatoonnya jumloh keluorgo yang 
mengolami ketidakberdayaan moki n besor 
seiring dengon makin lemahnyo kemampuofl 



dalam menjalankan fungsi don perannya. 
Ketidakberdayaan ini akan menjadi pemicu 
terhadap makin lemahnya ketahanan keluarga 
don masyarakat. Lemahnya ketahanan keluarga 
dopat menyebabk an t imbu lnya berbagai 
masalah dalam keluarga, seperti terjadinya 
disharmoni dalam keluarga, kurang berjalannya 
sosial kontro l atau pengawasan sos ial, 
terhambatnya fungs i sosialisasi,semakin 
berkura ngnya fungsi perlindungan don t idak 
jarang terjadi perilaku yang menyimpang dari 
nilai-nilai agama. Kondisi keluarga yang 
demikian akan mempermudah terjadinya ti ndak 
pidana perdagangan perempuan don anak. 
Oleh karena itu untuk mencegah terjad inya 
ko rban t i ndak pidana perdagangan 
perem pua n don anok,perlu diti ngkatkan 
ketahanan sos ia l keluarga melalui 
pemberdayaan. 

Pemberdayaan kehidupan keluarga don 
lingkungan sosial merupakan salah satu aspek 
pembinaan keluarga yang mengupayakan 
keluarga mampu berfungsi secara efektif dan 
sebagai penangkal utama terhadap pengaruh 
nilai -nilai budaya asing yang tidak sesuai 
aengan kepribadian bangsa. Tujuan pem­
oerdayaan sosial keluarga adalah mening­
<c· <on kemampuan, motivasi don peran 
<e uo'"go dolam mencegah don memecahkan 
niosc O" sosial. Ada pun tujuan khususnya, yaitu: 
· "'e"' '1g:Cotkan kemampuan setiap anggota 

<e ..,o .. ga dolam melaksanakan peran yang 
sesuo dengcn kedudukannya, sehingga fungsi 
don pernr, <e uorga depot terlaksana secara 
op· 'l"O • 2 rnenin g katnya kemampuan 
!Ce ..;a-ye cc c..,.. n,engatasi masalah keluorga 
'""(]u[)i;~ de c= ~emenuhi kebutuhan dasar 
bog 0'"'9QO::O'"' .o; 3) terjadinya interaksi sosial 
.o"g a .. ob CC'"' soling mendukung antar 
<e u O ... QO '!lC-Ou" dengan komunitas ling­
k,_,nga - -.ef' u udnya suosana kehidupan 
,e uo ... go a~g "C'TI'lonis, sehingga proses 
p emben· u C"' <eor badian don t u mbuh 
<embc"Q O"C· OOOC- oerofan dengan baik; 
don 5 rren ng c · r>yo lc:e'ohana n so sial 
<e u0rga e"L--C"':lO oc:orn =eoongko l dompak 
'1eg(r.:-~ O'\.S .....=o'Tf'IQS ndustria lisasi don 
giobo sos ser.o "Tie~ moso oh-mosoloh 
yang d ocop • e ..,e rgo secoro mondiri 
berso~ or'..,.- ""OSl"','O i->,o- <eb okon strotegi 
pefl"be"OC''GO.., oe~"" <e uorgo 2004:6). 

. ',enc:eff"'lcr "l.l,uO uSuS oe"""be,uoyoon 
sos o <e uargo d a-as, be'U,- pet'T'berdayaon 

Perdagangan Perempuan dan Anak (Abu Hanifah) 

merupakan upoya melakukan perubahan otau 
peningkaton dari yang tida k atau ku rang 
berdaya menjadi berdaya. Hal ini sesuai 
dengan apa yang dikemukakan o leh Sulistiati 
(2004:28) dalam makalohnya yang berjudul 
" Pembangunan Sosial don Pemberdayaan 
Sosial", yaitu : bagi seorang pelaku perubahan 
apa yang dilakukan te rhadap kl ien ba ik 
perorangan, keluarga, kelompok, maupun 
masyara kat tidak lepas dari upayo 
memberdayakan dari keadaan yang tidak atau 
kurang berdaya menjadi mempunyai daya 
guna mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Upaya meningkatkan ketahanan sosial 
keluarga digunakan pendekatan profes i 
peke r jaan sosial. Sukoco (2005 :26 -2 7) 
mengemukakan peker jaan sosial juga 
dinyatakan sebagai suatu profesi pertolongan 
manusia (the Human service or helping profes­
sion) yang bertu i u an u ntu k m encega h 
permasalahan sosial o rang , sehingga mereka 
dapat meningkatkan don memperbaiki 
keberfungsian sos ia l (socio/ functioning). 
Peng ertian socio/ functioning mengarah 
kepada coro yang digunakan orang dalam 
melaksanakan tugas- tu gas kehidu pan , 
memecahkan permas al ahan maupun 
memenuhi kebutuhannya . O leh karena itu, 
pembahasan tentang social functioning tidok 
lepas dari pembahasan socio/ role (peranan 
sosial) don status sos ial orang tersebut di 
lingkun gannya . Status sosial ora ng 
mencerminkan adanya hak don kewa jiban 
yang merupakan cerminan dari norma don nilai 
lingkungan/masyarakat yang diberikan sesuai 
dengan statusnya. Untuk itu, orang dituntut don 
diminta o leh lingkungannya melaksanakon hak 
don kewajibannya. Pelaksanaan hak don 
kewajiban itulah yang d ijadikan standar atau 
ukuran untuk menentukan apakah orang dapat 
berfungsi sosial atau tidak. Jodi seseorang tidak 
berfungsi sosial adalah orang yang tingkah 
lakunya tidak sesuai dengan peranan yang 
diharap masyarakat berdasarkan status yang 
mereka mi liki . lntervensi Pekerja Sosial terhadap 
klien semacam itu ialoh : (1) Meningkatkan 
kema mpuan don kem aua n kli en untu k 
memahami norma atau nilai lingkungan 
sosialnya; (2) meningkatkan kemampuan don 
kemauan agar klien dapat menyesuaikan diri 
dengan lingkungan sos ialnya; don (3) 
meningkatkan kemampuan don kemauan untuk 
berintegrasi dengan orang lain. 
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Sesuoi dengan tujuon· khusus pember­
dayoan sosial keluarga sebogoimona yang 
telah dikemukakan diatas, hol-hal yang perlu 
ditingkatkan agar keluarga mempunyoi 
ketohonan sosial,yaitu: 

l. Peloksanaan Peron Sesuai Kedudukon 

Di semua mosyorokat, orang hidup 
terikat do lam joringan kewojiban don hak 
keluarga yang disebut hubungan peran 
(role relations). Seseorong d isadarkan 
akan adanya hubungan peran tersebut 
karena proses sosial isasi yang sudah 
berlangsung sejok masa kanak-kanak, 
yaitu suatu proses dimana ia belajar 
mengetohui opa yang dikehendaki oleh 
anggota keluarga lain daripadanya,yang 
akhirnya menimbulkon kesadoran tentang 
kebenaran yang dikehendoki. Peron 
utoma ayah don ibu dolam keluargo 
sudah jelas. Sang ibu mulai dengon 
pengasuhon anak, menanamkon ikatan 
bodaniah dan rohanioh yang dekat 
karena kepuason timbal balik. Tugas­
tugas sosial yang berhubungan dengan 
ha! itu bersifat ekspresif, emosionol atau 
penggabungan dari kedua itu. la bertugas 
menghibur, merawot, mendamai kon 
kemba li mereko yang berselisih. Sang 
ayah adaloh tokoh pemimpin, mengotur 
tenogo kerja untuk produksi, pertentangon 
politik otou perang. lo horus memecahkan 
persoo lan - persoo lon yang ado di 
li ng kungon lu o r, boi k sosiol otau 
josmonioh. Apabilo ayah atou ibu dolam 
suotu keluarga tidak dapat meloksanakan 
tugos sesuoi dengan peronnyo, berorti 
keberfungsion keluorga tersebut lemoh 
yang m engokibo tka n lemohnyo 
ketohonon sosiol keluargo. 

Kondis i keluo rga ya ng demikion 
perlu dit ingkotkon, don hal itu merupakon 
tugas Pekerja Sosial untuk mengodokon 
perubahon m ela lui pemb ina an don 
bimbingan untuk menyodorkan keluarga 
melaksanakan fungsinyo sesuoi dengon 
tugosnya mosing-mosing. 

2. Pemenuhan Kebutuhon dosar 
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Kebutuhan dosor keluarga odalah 
sondong, pangon, don popon atou 
perumahon. Tidok semuo keluo rgo, 
terutomo keluargo yang kurong beruntung 

3. 

4. 

dopot memenuhi kebutuhon dosor yang 
dimoksud. Oleh korena itu dolom upaya 
pemberdoyoon sosial keluorgo 
dipondang perlu diberi bontuan berupa 
stimulan usaha ekonomi produktif. Usoho 
ini perlu dibino don diawosi oleh Pekerja 
Sosiol bekerjosomo dengon unsur lain, 
seperti tenoga dari Dinos Perindustrian, 
Koperosi don sebogainyo. De ngan 
adanya upoyo tersebu t d ihoro pkan 
kondisi keluorgo dapot ditingkatkon. 

Terjol i nnyo hubungan akro b ant ar 
keluorga don lingkungan 

Kedudukon utama setiop keluorgo 
ialah fungsi pengentora pada mosyarakat 
besor. Sebaga i peng hu bu ng p ribodi 
dengan struktur sosio l yang lebih besor. 
Hanyo melolui keluorgalah mosyarakot itu 
dopat mempero leh du ku ngon yang 
diperl u ka n dori pri bod i -pribodi. 
Sebaliknyo keluorgo hanyo dapat terus 
bertahan jika didukung oleh masyarakot 
yang lebih luos. Ji ko mosyo rakot itu 
sebogai suotu sistem kelompok sosial yang 
lebih besar mendukung keluargo sebagai 
sub sistem yang lebih keci l, otau sebogai 
syorat agar keluarga itu dapat bertahan 
mako kedua mocom sistem ini haruslah 
soling berhubungan da lam ba nyak ha! 
yang penting. 

Sehubungon dengan itu dihorapkan 
Pekerja Sos ia l denga n menggu nakan 
profesi Pekerjaon Sosial dopat membantu 
keluarga-keluorga a ga r mere ka 
memo homi kon d isi do n kenya taan­
kenyataan ya ng d ihod a pi kel ua rga 
dengan cara meningkatkon kemompuan, 
mengkaitkonnyo dengon sistem sumber. 

Terwu judnyo Keluargo harmonis 

Penel itian psi kiatri k menekonkon 
podo kesulitan yang dialomi orang-orang 
yang podo masa konok-kanoknya hidup 
dalam keluorga : " selop ut ko song" , 
dimano o rang-orang mela kso no kan 
kewojiban resminya satu kepado yang 
loin, fefapi tidok memberikan pengertion, 
kasih atau dukungan don t idak menaruh 
minaf untuk so ling berkomunikasi. Bonyak 
rumah tangga atau keluorgo yang utuh 
secoro semu mempunyai okibat tidak sehcr. 
poda anak- a nak. M ereka kurang 



menghargai satu dengan yang lain, acuh 
tak acuh, tidak menunjukkan kasih sayang 
don hidup rukun. Kondisi keluarga yang 
demikian dapat pula disebut dengan 
istilah "disharmoni Keluarga. 

Terhadap keluarga yang demikian 
perlu adanya intervensi dari Pekerja Sosial 
untuk melakukan perubahan agar 
keluarga yang "d isharmoni" menjadi 
keluarga yang "harmoni" dengan 
mencerminkan kasih sayang, hidup rukun 
satu soma lainnya yang menjadi ciri suatu 
keluarga yang bahagia. 

Dengan meningkatnya ke empat 
komponen sebagaimana yang telah 
dibahas diatas, diharapkon keluorga 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
sebogaimana mestinya, sehingga 
mempunyai ketahanan sosial yang dapat 
menjadi benteng untuk mencegah 
timbulnya permasalahan sosial. Keluarga 
yang demikian diharapkan dapat 
mencegah terjadinya korban tindak 
pidana perdagangan perempuan don 
anak. 

VI. PENUTUP 

A . Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

l. Perdaganga n manusia, terutama 
perempuan don anak cukup mem ­
p rihatinkan . Mereka poda umumnya 
berasal dari Propinsi Ka limantan Borot 
don Jowa Barat don sebagian besor atau 
75,77 pers e n dikirim ke Malaysia, 
terutama untu k menjadi pekerja seks 
~omersial. 

2 Fo<·or utoma yang menjadi penyebab 
-e, ao nya kasu s tindak pidana 
perocgongon perempuon don anak 
ooc C"' ok bot dari kemiskinan, pendidikan 
'E"".CC" <o.vin usio dini, ket idaktaaton 
-e-o:::cc a oron agama. Disomping itu, 
-c oe"· '"'9 } ong ha rus di perhati ka n 
oi:xr-.'C ce'"' bo;an orang sebagai pelaku 
~oa- ~ ;:re.:: C.< ng. 

l'erdagangan l'erempuan dan Anak (Abu Hnnifali) 

3. Respons pemerintah dalam pencegahan 
don penanggulangan tindak pidana 
perdagangan perempuan don anak 
masih terbatas pada tingkat sosialisasi don 
penyusunan infrastruktur kelembagaan 
yang terkait dengan ti ndak pidana 
perdagangan manusia. 

4. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) telah melakukan upaya pen­
cegahan don penanggu langan tindak 
pidana perdagangan perempuan don 
anak melalui empat langkah kebijakan 
yaitu : preventif, proteksi, rehabilitatif don 
reintegratif. 

5. Up aya pencegahan perdagangan 
perempuan don anak melalui pem­
berdayaan sosial keluarga dengon coro 
meningkatkan ketahanon sosial keluorga 
yoitu : (a) peloksanaan peron sesuai 
dengan kedudukan; (b} pemenuhon 
kebutuhan dasor; (c) terjalinnya hubungon 
akrab antara keluargo dengon 
lingkunganya don (d) terwujudnya 
keluarga yang harmonis. 

B. Saran 

1. Meng ingat faktor utama penyebab 
terjadinya kosus tindak pidana 
perdagangan perempuan don onak 
adalah kemiskinan, pendidikan rendah, 
kawin usia dini, ketidaktaatan terhadap 
ajaran ago ma, don tidak sedikit orangtua 
ikut terl ibat dalam kosus trafficking. lni 
menunjukkan lemahnya ketahonon sosial 
keluarga. Disarankan kepada unit terkait 
pemberdayaan peran keluorga dapat 
meningkatkan peran don fungsi keluarga 
dengan memperhat ikan keseimbangan 
bantuan yang bersifat ekonomis produktif 
dengan pelayanan sosial-psikologis . 

2. Dengon terbitnya Undang-Undang 
Republik Indo nesia Nomo r 2 1 tentong 
pemberantason tindak pidana per­
dagangon orang, maka disarankan 
kepada pemerintah don pemeri ntah 
daerah membuat kebijakan, pro gram, 
kegiotan, don mengolokasikan onggaran 
untuk meloksanakan pencegahan don 
penonganan perdagangan perempuan 
don anak. 
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